BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT

SETELAH ADANYA PERKAWINAN

A.Penerapan Pengaturan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah
Adanya Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974
tentang perkawinan jo KUHPerdata
KUHPerdata maupun UU Perkawinan tidak terdapat pengaturan
mengenai  pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan
dilangsungkan. Namun dalam KUHPerdata dimungkinkan untuk para
pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur
dalam BW, WvK atau undang-undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan
ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku 111 Title I-1V. Hal
ini juga kita ketahui dengan adanya jenis perjanjian yang disebut dengan
Perjanjian bernama (benoemd contracten atau nominaat contracten), yaitu
perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-
undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, dan jenis
perjanjian tidak bernama (onbenoemd contracten atau innominaat
contracten), Vyaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam
KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak
terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan
mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum
perjanjian. Perjanjian Tidak Bernama ini ada diatur dalam Pasal 1319
KUHPerdata, yang menyebutkan, bahwa “semua perjanjian, baik yang

mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama
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tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab
yang lain”.

Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang belum ada
pengaturannya namun terdapat di dalam masyarakat harus tunduk pada
peraturan umum Yyang termuat dalam KUHPerdata. Hal ini dapat
menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ada
ditemukan dalam KUHPerdata maupun peraturan lainnya, namun karena
perjanjian perkawinan ini ada ditemukan dalam masyarakat maka
perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam
KUHPerdata. Meskipun pengaturan mengenai pembuatan perjanjian
perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada dijumpai dalam
berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, namun di
masyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan
setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan pada Penetapan Pengadilan
Negeri. Pengaturan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan
penetapan Pengadilan Negeri ini.

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini dilakukan
dengan berlandaskan kepada azas kebebasan berkontrak yang terkandung
dalam KUHPerdata berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah
pihak suami istri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Perbedaan mendasar yang terlihat dalam pembuatan perjanjian perkawinan

setelah perkawinan hanyalah mengenai prosedur pembuatannya yang
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biasanya dilakukan oleh Notaris maka untuk pembuatan pembuatan
perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini harus berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri. Hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa
penetapan Pengadilan Negeri mengenai perjanjian perkawinan yang
dilakukan sesudah perkawinan contohnya dengan didapatnya data adanya
2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Malang dan Jakarta Barat mengenai
Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yaitu Penetapan
Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/Pdt/P/2017/PN.Mlg dan Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 155/Pdt/P/2018/PA.JB.

Kedua penetapan Pengadilan Negeri ini adalah penetapan
mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
perkawinan dengan didasarkan atas pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Malang dan Jakarta Barat yang diputuskan berdasarkan azas
kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338
KUHPerdata, di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang
berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak
setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk. Dari kedua Penetapan
Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/Pdt/P/2017/PN.Mlg dan Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 155/Pdt/P/2018/PA.JB, maka
dapat diketahui yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim
dalam memutuskan permohonan terhadap pembuatan perjanjian

perkawinan setelah perkawinan adalah sebagai berikut:
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1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang ketentuan
perjanjian perkawinan. Dasar dan pertimbangan hukum hakim
mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan
atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian
perkawinan masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. KUHPerdata
dan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi
kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang
harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan
undang-undang (iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius
ignorare consetur). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang
ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini. Dalam hal ini seharusnya
para pemohon sudah mengetahui akan adanya ketentuan mengenai
perjanjian perkawinan karena sebagaimana diketahui bahwa semua
peraturan perundang-undangan haruslah diumumkan di dalam Lembaran
Negara dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga
peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dan berfungsi untuk
melindungi kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Para pemohon
dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah tahu atau
berkewajiban untuk mengetahui akan adanya ketentuan mengenai
perjanjian perkawinan itu sehingga tidaklah menjadi suatu alasan bagi para
pemohon bahwasanya mereka tidak mengetahui akan adanya ketentuan

perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum dari
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harta kekayaan dan hutang piutang yang ada atau timbul dari perkawinan
mereka. Namun dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang timbul di
masyarakat di mana dalam hal ini belum ada pengaturan yang jelas
mengenai peristiwa hukum tersebut sehingga hakim sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan
penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang
timbul di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini
memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim
untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan
hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Adanya Kkealpaan dan
ketidaktahuan para pemohon ini dianggap hakim sebagai suatu hal yang
wajar dikarenakan kedua belah pihak adalah masyarakat umum yang tidak
mengetahui secara pasti tentang ketentuan yang mengatur tentang
perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata
maupun UU Perkawinan. Namun dikarenakan perjanjian ini didasarkan
pada, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di
Peradilan Agama”,. kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk

mengatur tentang harta benda perkawinan mereka dan telah memenuhi
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syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hal ini dibenarkan dan disetujui oleh
majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.

2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama Dari permohonan para
pemohon diketahui adanya kekhawatiran para pemohon akan adanya
risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama mereka dalam
perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan
tanggung jawab sampai kepada harta-harta pribadi, sehingga masing-
masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi pemohon.
Khususnya para pemohon yang menjabat sebagai direksi atau direktur
Perseroan Terbatas, di mana jabatan mereka masing-masing tersebut
mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena
konsekuensi dan tanggung jawab pekerjaan mereka sampai pada harta-
harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat tetap menjadi
milik pribadi dari para pemohon. Bila hal ini kita tinjau dari Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97
ayat (3) yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)”, maka jelas terlihat resiko pekerjaan yang
mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke
harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam

menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum
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yang merugikan perusahaan. Sehingga suami istri yang dalam hal ini
adalah para pemohon yang belum membuat perjanjian perkawinan
akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda
masing-masing pihak suami istri dengan mengajukan permohonon
penetapan perjanjian perkawinan dari Pengadilan Negeri.

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah Keinginan
untuk memiliki hak milik atas tanah ini dikarenakan salah satu dari para
pemohon adalah bukan Warga Negara Indonesia yaitu Pemohon Il
(Berliana Santoso) dalam Penetapan Nomor : 599/Pdt/P/2017/PN.Mlg dan
Pemohon | (Hung Wo Yi) , di mana menurut ketentuan dalam Pasal 21
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia
yang bisa memegang sertipikat hak milik atas tanah dan apabila yang
bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah
dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun
setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian perkawinan (percampuran
harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu. la harus melepaskan hak milik
atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak dan jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Hal ini jelas menimbulkan
kekhawatiran bagi para pemohon akan hilangnya kepemilikan dari harta

benda perkawinan mereka dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 21
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UUPA tersebut, di mana pasangan kawin para pemohon dalam hal ini
pemohon Berllliana Santoso dan pemohon Hung Wo Yi adalah Warga
Negara Asing (WNA), sehingga untuk menghindari hilangnya hak
kepemilikan dari harta benda perkawinan tersebut maka sangat diperlukan
adanya pemisahan harta benda perkawinan dari masing-masing pihak para
pemohon yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan dengan
berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Negeri.

4. Dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:
155/Pdt.P/2018/PA.JB. Adanya penghasilan masing-masing para
pemohon. Bahwa para pemohon juga memberikan alasan diajukannya
permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini juga
dikarenakan para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang
cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka baik untuk
kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga para pemohon tidak
memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan
yang lainnya. Namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami
berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan
keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Dari
beberapa pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan
permohonan penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui bahwa
dalam isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai

untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum
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yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung dengan
adanya itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang
diperjanjikan tersebut dengan tetap mengacu kepada kaedah perundang-
undangan yang berlaku. Adanya penetapan Pengadilan Negeri tersebut
menjadi pedoman dan dasar hukum bagi kedua belah pihak suami istri
untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan perkawinan mereka karena
suatu penetapan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi
kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihakpihak yang
bersangkutan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi
hukum yang dijunjung tinggi, di mana produk hukumnya harus dipatuhi
oleh siapapun yang terkait di dalamnya. Di samping perlunya diketahui
secara jelas tentang pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan
ini, maka perlu juga diketahui yang menjadi tujuan dari pembuatan
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut. Dalam
pasal 139 KUHPerdata diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang
dibuat oleh calon suami isteri bertujuan untuk mengatur akibat
perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Inti perjanjian
perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami isteri yang akan
menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan
kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi
bahtera rumah tangga. Namun dengan berlangsungnya perkawinan bukan
berarti dengan sendirinya terjadi atau berlaku percampuran harta

perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Stb.
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1924/556 Pasal 2 ayat (1) “Bepalingen betreffende het Burgerlijk en
Handelsrecht der Vreemde Oosterlingen, andere dan Chineezen”, yang
mulai berlaku 1 Maret 1925, yang menyatakan bahwa dengan perkawinan
bagi golongan yang tunduk kepada Timur Asing Bukan China ini tidak
mengakibatkan di antara mereka yang kawin itu terdapat harta bersama,
dan keadaan ini berakhir saat mulai berlakunya Pasal 35 UU No. 1 Tahun
1974. Hal ini artinya bagi WNI turunan Timur Asing bukan China yang
kawin setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka akibat hukum
perkawinannya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinannya

mengacu kepada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.

B. Akibat Hukum Terhadap Pihak yang membuat perjanjian

perkawinan setelah perkawinan

Akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang sah, maka
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga sudah pasti
akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang membuatnya,
terhadap harta benda, maupun terhadap pihak ketiga yang terkait:
A. Yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri adalah
merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri
untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.
Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan
mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan

tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata
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yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian perkawinan
setelah perkawinan ini terbentuk karena adanya persetujuan dan
tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, yang dalam
hal ini adalah para pemohon atau suami istri, sehingga dengan sendirinya
perjanjian perkawinan ini juga mengikat secara hukum bagi para pihak
yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan
tersebut untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian
perkawinan tersebut.

B. Terhadap Harta Benda Kekayaan Setelah adanya pembuatan perjanjian
perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri maka harta benda
masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara
hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala
isi perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri
tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas
dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul
setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya,
sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdata bahwa apabila dijanjikan suatu
persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta
kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Demikian juga halnya
dengan hutang piutang yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum dari

pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan menjadi
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tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut
tanpa dapat melibatkan tanggung jawab dari pasangan hidupnya. Sehingga
adanya penetapan perjanjian perkawinan ini dapat melindungi secara
hukum harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak
suami istri.

C. Terhadap Pihak Ketiga Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan
berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai
dengan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 KUHPerdata bahwa sejak
perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para
pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian
perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tempat perkawinan itu
dilangsungkan. Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan
penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga
akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan dan
telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi
sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta
sebelumnya. Namun jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa
yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam
bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan
penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut

pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri, sedangkan utang
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yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan
tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak
suami atau pihak istri yang berhutang. Secara garis besar perjanjian
perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris Apabila perjanjian
perkawinan dibuat oleh calon suami isteri dengan akta Notaris tetapi tidak
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil serta tidak didaftarkan di pengadilan
Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap
suami isteri saja.

2. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris dan di catatkan/didaftarkan
pada Kantor Catatan Sipil. Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan
akta Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun tidak
didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut
hanya berlaku terhadap suami isteri dalam perkawinan, dan tidak berlaku
kepada pihak ketiga.

3. Perjanjian perkawinan dibuat Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan
Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri.
Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris, dicatatkan di
Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan
Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku pula kepada pihak
ketiga.

4. Perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Bilamana perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan
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Sipil maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat pula

terhadap pihak ketiga.
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